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MERRY AYU LESTARI KARTAWIJAYA (B111 10 315),
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan Berkaitan Dengan Penerapan Asas
Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian
Perkara Perdata, di bawah bimbingan Wiwie Heryani selaku pembimbing
I dan Andi Tenri Famauri selaku pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari asas
peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan berdasarkan Perma Nomor 1
Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan untuk
mengetahui kendala-kendala yang terjadi di dalam pelaksanaannya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, implementasi dari
asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan berdasarkan Perma
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum
terlaksana sebagaimana mestinya, didukung dengan fakta bahwa masih
banyaknya perkara yang gagal dimediasi di Pengadilan Negeri Makassar.
Hubungan antara kegagalan mediasi dengan asas peradilan cepat,
sederhana, dan biaya ringan yaitu apabila kendala-kendala yang menjadi
penyebab kegagalan mediasi tidak segera dicarikan solusi maka tujuan
pemenuhan asas peradilan tersebut sulit untuk diwujudkan. Kedua,
adapun kendala-kendala yang menghambat keberhasilan proses mediasi
diantaranya berasal dari para pihak, mediator dan juga advokat.
Adapun penulis menyarankan pembenahan mediasi di pengadilan
agar dapat memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan
yaitu melalui upaya peningkatan efektivitas lembaga mediasi di
pengadilan dengan melaksanakan sosialisasi tentang mediasi kepada
masyarakat dan pembentukan lembaga pelaksanaan pelatihan dan
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A. Latar Belakang Masalah
Salah satu perselisihan yang terjadi di masyarakat adalah perkara
perdata. Yang dimaksud dengan perkara perdata ialah suatu perkara yang
terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam hubungan
keperdataan. Dalam hubungan keperdataan antara pihak yang sedang
berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapat
keadilan yang seadil-adilnya.1
Dalam perkara perdata yang bersifat sengketa, minimal ada dua
pihak yang saling memperjuangkan kepentingannya. Masing-masing
pihak akan merasa dirinya paling benar dan berhak terhadap apa yang
disengketakan, di mana mereka akan berupaya membuktikan kebenaran
dalil-dalilnya dan melakukan apa saja. Akan tetapi, suatu sengketa
perdata yang diselesaikan dengan cara perdamaian, diharapkan oleh
kedua belah pihak yang bersengketa benar-benar dapat berjalan dengan
lancar sehingga tidak menimbulkan permusuhan dan dapat
menumbuhkan kembali hubungan harmonis yang telah ada terutama bila
sengketa terjadi antar keluarga. Abdul Kadir Muhammad berpendapat
1 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm. 5
2bahwa perdamaian berguna untuk menghindari biaya yang mahal dan
untuk menghindari proses perkara yang berlarut-larut dan lama.2
Penyelesaian sengketa melalui perdamaian secara mediasi
tampaknya mempunyai prospek dan peluang untuk dikembangkan serta
diberdayakan di pengadilan. Namun, tidak mengurangi pentingnya
peranan peradilan formal, keduanya tetap dibutuhkan dalam dunia praktik
hukum. Untuk itu, mediasi dan proses peradilan formal dikolaborasikan
agar terwujud asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.3
Langkah perdamaian dalam penyelesaian perkara gugatan di
pengadilan merupakan tahapan yang efektif dan efisien bertujuan untuk
menciptakan kondisi win-win solution karena kedua belah pihak yang
bersengketa berada dalam persamaan kedudukan dengan tidak ada yang
kalah maupun menang, melainkan menemukan hasil terbaik.
Dengan segala permasalahan yang ada dan telah
mempertimbangkan banyak hal serta aspek yang melingkupinya, upaya
penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan ke dalam prosedur
mediasi yang telah berlangsung menjadi suatu hal yang perlu dilakukan
perbaikan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melalui fungsinya sebagai
lembaga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam membuat
peraturan telah memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma),
yaitu Perma No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi yang
2 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. III, (Bandung : Alumni,
1996), hlm. 165
3 Nurnaningsih Amriani, MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan,  (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 8
3diintensifkan ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri
sebagaimana telah direvisi menjadi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini berlaku sejak 31 Juli 2008
yang merupakan landasan dalam praktik beracara untuk mengefektifkan
alternatif penyelesaian sengketa dengan mengutamakan perdamaian
kepada pihak-pihak yang bersengketa.
Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
lebih mengatur secara spesifik mengenai mediasi dan lebih
mengakomodir pelaksanaan mediasi di Indonesia dibandingkan dengan
Perma sebelumnya, yaitu Perma No. 2 Tahun 2003. Pengintegrasian
mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan memiliki potensi sebagai
sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis baik dari
sudut pandang kesederhanaan prosesnya, biaya maupun waktu, serta
dapat menciptakan kondisi win-win solution kepada para pihak yang
bersengketa. Dengan diterbitkannya Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat memberikan akses
yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang
memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, sehingga asas peradilan cepat,
sederhana dan biaya ringan yang diharapkan dari Perma ini dapat
terwujud.
4B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis
merumuskan permasalahannya sebagai berikut :
1. Bagaimana implementasi dari asas peradilan cepat, sederhana
dan biaya ringan berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan?
2. Kendala-kendala apa saja yang terjadi di dalam pelaksanaan
Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan dalam kaitannya dengan implementasi dari asas
peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan?
C. Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan kedua pokok permasalahan tersebut, maka
penelitian ini bertujuan :
1. Untuk mengetahui implementasi dari asas peradilan cepat,
sederhana dan biaya ringan berdasarkan Perma No. 1 Tahun
2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi di dalam
pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan berkaitan dengan implementasi dari asas
peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
5D. Kegunaan Penelitian
1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau referensi
bagi mahasiswa atau akademisi yang ingin mendalami lebih
jauh mengenai hukum acara khususnya yang berkaitan dengan
proses mediasi di pengadilan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
perbandingan bagi penelitian serupa serta memberikan
sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum acara
khususnya proses mediasi di Pengadilan Negeri Makassar.
3. Untuk menjadi sumbangan pemikiran bagi siapa saja yang




A. Pengertian dan Dasar Hukum Asas Peradilan Cepat, Sederhana
dan Biaya Ringan
1. Pengertian Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan
a. Asas Cepat
Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat;
segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik).4 Cepat atau
yang pantas mengacu pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian
perkara.5
Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian
perkara memakan waktu tidak terlalu lama. Mahkamah Agung dalam
Surat Edaran No. 6 Tahun 1992 memberikan batasan waktu paling lama
enam (6) bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam
waktu enam (6) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan,
kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin
diselesaikan dalam waktu enam (6) bulan. Namun demikian, penyelesaian
yang cepat ini senantisa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar,
adil dan teliti.6
4 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 792
5 Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, (Bandung : PT Alumni,
1992), hlm. 427
6 A. Mukti Arto, Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata
di Indonesia), Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001,hlm. 65
7Asas cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa
dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Suatu proses
yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-
tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itulah yang
diharapkan.7
Jadi yang dituntut dari hakim dalam penerapan asas ini ialah sikap
tidak cenderung secara ekstrim melakukan pemeriksaan yang tergopoh-
gopoh tak ubahnya seperti mesin, sengaja dilambat-lambatkan, sehingga
jalannya pemeriksaan menanggalkan harkat dan derajat kemanusiaan.
Hakim hendaknya melakukan pemeriksaan yang seksama dan wajar,
rasional dan obyektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang
dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara. Hal kedua
penerapan asas ini tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan
penilaian menurut hukum dan keadilan. Akan tetapi sebaliknya untuk apa
kebenaran dan keadilan yang diperoleh dengan penuh kesengsaraan dan
kepahitan dan dalam satu penantian yang tak kunjung tiba.8
b. Asas Sederhana
Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang
menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat), dasar cita-cita (perkumpulan
7 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-
undang No.  7 Tahun 1989), Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2003, hlm. 71
8 Ibid, hlm. 72
8atau organisasi).9 Sedangkan sederhana secara bahasa artinya sedang
(dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah).10
Sederhana mengacu pada “complicated” tidaknya penyelesaian
perkara.11 Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah
dipahami dan tidak berbelit. Hal yang penting disini ialah agar para pihak
dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak
berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka
runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi
kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.12
Acara yang sudah sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh
hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-
sendat, sampai jalannya pemeriksaan “mundur terus” untuk sekian kali
atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Hakim pilek,
persidangan mundur, hakim masuk kantor jam sebelas, pemeriksaan
mundur. Hakim malas, pemeriksaan mundur. Keluarga panitera atau
hakim menyunat rasul anak, dijadikan alasan untuk mengundurkan
pemeriksaan sidang, sekalipun para pihak dari tempat yang jauh sudah
susah payah mengongkosi para saksi yang akan mereka hadapkan.
Penasihat hukum pergi pesiar, dibenarkan sebagai alasan mengundurkan
pemeriksaan sidang. Banyak hal-hal lucu dan menggelikan tapi sekaligus
menyedihkan dalam praktik disekitar kelihaian dan ketidakmoralan
9 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 36
10 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit., hlm. 163
11 Setiawan, Op. Cit., hlm. 426
12 A. Mukti Arto, Op. Cit., hlm. 64
9menukangi cara-cara yang berbelit-belit dalam pemeriksaan. Pemeriksaan
mundur terus dan tak pernah sampai diakhir tujuan. Cara-cara yang
demikian disamping hakim tak bermoral, sekaligus tidak profesional.13
c. Asas Biaya Ringan
Secara bahasa, biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk
mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos
(administrasi ; ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan
sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai.14
Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya
yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan
sengketanya di depan pengadilan.15
Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain
kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara.
Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala
pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda
terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut
kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal
keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya
sewaktu-waktu.16
Dalam kaitannya dengan biaya perkara di Pengadilan, bagi orang
yang tidak mampu diberikan pelayanan untuk memperoleh perlindungan
13 M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 71
14 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit.,hlm. 113
15 Setiawan ,Op. Cit., hlm. 749
16 A. Mukti Arto, Op. Cit., hlm. 67
10
hukum dan keadilan secara cuma-cuma (prodeo). (Pasal 237-245 HIR /
Pasal 273-277 R.Bg).17
2. Dasar Hukum Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan
Dasar hukum asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ini
termuat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi, “Peradilan dilakukan dengan
sederhana, cepat dan biaya ringan” dan Pasal 4 ayat (2) berbunyi,
“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan”.
Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan juga terdapat dalam
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 57
ayat (3) yang berbunyi, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat
dan biaya ringan”, serta dalam Pasal 58 ayat (2) yang berbunyi,
“Pengadilan membantu mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.
B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
Lahirnya acara mediasi melalui Perma merupakan penegasan
ulang terhadap Perma sebelumnya, yaitu nomor 2 tahun 2003.
Dilatarbelakangi dengan menumpuknya perkara di lingkungan peradilan,
17 Ibid
11
terutama dalam perkara kasasi, mediasi dianggap instrument efektif dalam
proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat
memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan
penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.18
Semua perkara perdata yang masuk pada pengadilan tingkat
pertama wajib terlebih dahulu mengikuti proses mediasi, kecuali perkara
yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan
hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha.19
Mediasi di pengadilan dibagi atas dua tahap, yaitu tahap pra
mediasi dan tahap mediasi. Pada tahap pra mediasi antara lain mengatur
kewajiban hakim, hak para pihak memilih mediator, batas waktu pemilihan
mediator, prinsip itikad baik. Selanjutnya tahapan mediasi meliputi
penyusunan resume, lama waktu proses mediasi, kewenangan mediator,
tugas-tugas mediator, keterlibatan ahli, mencapai kesepakatan dan tidak
mencapai kesepakatan, dan akibat-akibat dari kegagalan mediasi.
1. Tahap Pra Mediasi
Apabila pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan dan kedua
pihak hadir, maka sebelum pemeriksaan perkara dimulai berdasarkan
ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur
18 Sugiri Permana, Mediasi dan Hakam dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama.
Versi elektronik dapat dilihat di: http://badilag.net/artikel/2729-mediasi-dan-hakam-dalam-
tinjauan-hukum-acara -peradilan-agama-oleh-sugiri-permana-sag-mh.html
19 Ketentuan Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2008
12
Mediasi di Pengadilan, hakim mewajibkan kedua pihak untuk
menyelesaikan perkaranya secara damai dengan cara mediasi.
Kemudian ketua majelis hakim menjelaskan prosedur mediasi yang
harus ditempuh kedua belah pihak sehubungan dengan mediasi yang
akan dilaksanakan.20 Sebagai langkah awal, hakim menyarankan kepada
para pihak untuk memilih mediator yang akan membantu para pihak
dalam proses mediasi.
Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan
berikut:21
a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan.
b. Advokat atau akademisi hukum.
c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau
berpengalaman dalam pokok sengketa.
d. Hakim majelis pemeriksa perkara.
e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau
gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.
Jika dalam suatu proses mediasi terdapat lebih dari satu orang
mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para
mediator sendiri.22
Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim
mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama dua hari kerja
berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang
20 Ketentuan Pasal 7 ayat (6) Perma No. 1 Tahun 2008
21 Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2008
22 Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2008
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mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim. Jika
setelah penggunaan jangka waktu maksimal, yaitu dua hari, para pihak
tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para
pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada
ketua majelis hakim. Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang
kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim
bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang
sama untuk menjalankan fungsi mediator.23
Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik.
Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak
lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik.24
2. Tahap Proses Mediasi
Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak
menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat
menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada
mediator. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak
gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan
resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.25
Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari
kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua
majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6).
Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat
23 Ketentuan Pasal 11 Perma No. 1 Tahun 2008
24 Ketentuan Pasal 12 Perma No. 1 Tahun 2008
25 Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Perma No. 1 Tahun 2008
14
diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa
40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). Jika
diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat
dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.26
Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah
satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-
turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan
mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak
menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara
patut. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa
dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta
kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain
yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang
berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses
mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim
pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi
dengan alasan para pihak tidak lengkap.27
Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat
mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk
memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu
menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak. Para pihak
harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat
26 Ketentuan Pasal 13 Perma No. 1 Tahun 2008
27 Ketentuan Pasal 14 Perma No. 1 Tahun 2008
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atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli.
Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses
mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.28
3. Mediasi Mencapai Kesepakatan
Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak
dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan
yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam
proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib
menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator
memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada
kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat
dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik. Para pihak wajib
menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan
untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada
hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika para pihak
tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta
perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula
pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah
selesai.29
28 Ketentuan Pasal 16 Perma No. 1 Tahun 2008
29 Ketentuan Pasal 17 Perma No. 1 Tahun 2008
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4. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan
Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu
menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung
dalam Pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses
mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.
Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan
pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara
tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian
hingga sebelum pengucapan putusan. Upaya perdamaian sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari
kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada
hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.30
C. Tinjauan Umum Mediasi
Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative
Dispute Resolution (ADR) sangat penting peranannya dalam
penyelesaian-penyelesaian sengketa, baik sengketa yang bersifat publik
(multi pihak) maupun yang bersifat privat atau bisnis (umumnya dua
pihak).31 Mediasi merupakan suatu metode penyelesaian sengketa yang
30 Ketentuan Pasal 18 Perma No. 1 Tahun 2008
31 Untuk sengketa-sengketa yang bersifat publik, lihat J.G. Merrils, Internatinal Dispute
Settlement, Second Edition, New York : Cambridge University Press, 1993. Untuk
sengketa-sengketa yang bersifat perdata (bisnis), lihat William F. Fox. Jr, International
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telah cukup lama dikenal di berbagai belahan dunia dan tetap merupakan
metode yang dominan dalam pemrosesan sengketa di seperempat bagian
dunia.32
Pada kenyataannya mediasi telah cukup lama dikenal sebagai
alternatif penyelesaian sengketa bisnis di negara Amerika Serikat,
Australia, Inggris, bahkan di negara-negara Asia seperti Jepang, China,
Hongkong, dan lain-lain. Di Amerika Serikat misalnya, mediasi telah
dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis sejak tahun 1980-
an.33 Bahkan di Amerika Serikat mediasi diibaratkan sebagai The Sleeping
Giant untuk menggambarkan betapa meningkatnya penggunaan mediasi
dalam penyelesaian sengketa-sengketa bisnis.34 Meningkatnya
penggunaan mediasi sebagai media penyelesaian sengketa bisnis
didasarkan beberapa alasan, antara lain : lebih cepat, bersifat rahasia,
biaya lebih murah, adil dan keberhasilan.35 Bahkan dikatakan mediasi
(ADR) merupakan siklus gelombang ketiga penyelesaian sengketa setelah
litigasi (siklus pertama) dan arbitrase (siklus kedua).36
Di Indonesia, pada dasarnya mediasi telah lama dikenal dalam
praktik penyelesaian sengketa perdata atau bisnis, misalnya pada
Commercial Agreements A Primer on Drafting Negotiating and Resolving Disputes,
Second Edition, Deventer : Kluwer Law and Taxation Publishers, 1992
32 Leonard L. Riskin and James E. Westbrook, Dispute Resolution and Lawyers, St. Paul,
Minnesota : West Publishing Co., 1987, hlm. 196
33 Peter Lovenheim, Mediate Don’t Litigate, New York : McGraw-Hill, Publishing
Company, 1989, hlm. 7
34 Linda R. Sanger, Settling Disputes Conflict Resolution in Business, Families, and The
Legal System, Second Edition, San Francisco : Westview Press, 1994, hlm. 70
35 Peter Lovenheim, Op. Cit., hlm. 10
36 M. Yahya Harahap. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 280-281
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sengketa-sengketa pertanahan yang diselesaikan oleh hakim perdamaian
desa.37 Namun pengakuan dan pengaturan secara resmi mediasi sebagai
alternatif penyelesaian sengketa bisnis baru nyata setelah
diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif
Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Sebelumnya penyelesaian
sengketa bisnis melalui mediasi didasarkan pada Pasal 1851-1861 KUH
Perdata yang mengatur tentang perdamaian.38
1. Pengertian Mediasi
Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana
para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang
bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut
disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutus
sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan
persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.39
Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin “mediare”
yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang
ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya
menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di
37 Tjok Istri Putra Astiti, “Pemberdayaan Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian
Kasus Adat di Luar Pengadilan”, Bulletin Musyawarah 1 (Juli 1997), hlm. 6
38 Dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 ditentukan bahwa yang dimaksud
dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau
beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar
pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Dengan demikian, alternatif penyelesaian sengketa tidak mencakup arbitrase, hanya
meliputi cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat non-litigasi
atau kompromis
39 Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Yogyakarta : Pustaka
Yustisia, 2010), hlm.10
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tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan
tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga
kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga
menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.40
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi memberikan
arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian
suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian tersebut mengandung
tiga unsur penting, yaitu:41
1. Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa
yang terjadi antar dua pihak atau lebih.
2. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak
yang berasal dari luar pihak bersengketa.
3. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak
sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam
pengambilan keputusan.
Banyak pihak mengakui bahwa mediasi adalah proses untuk
menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Peranan pihak
ketiga tersebut adalah dengan melibatkan diri untuk membantu para pihak
mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan dan
40 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum
Nasional (Jakarta :  Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.2
41 Ibid, hlm.3
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mengembangkan sebuah proposal. Proposal tersebut diharapkan dapat
digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.42
Dalam Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, pengertian mediasi disebutkan dalam Pasal 1 butir 7,
“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh
mediator”.
Pada dasarnya mediasi juga diatur dalam Buku ke-3 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, dimana mediasi merupakan salah satu bentuk
perikatan dan disebut sebagai perdamaian dan pengertiannya terumus di
dalam Pasal 1851 KUH Perdata, yang berbunyi:
“Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa
menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, kedua belah
pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan
ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan ini hanya
mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis.”
Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Beberapa Tinjauan
Tentang Permasalahan Hukum sebagaimana dikutip oleh Edi As’adi
bahwa pada dasarnya mediasi secara normatif mengandung unsur-unsur
42 Gatot Sumartono, Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Mediasi di Indonesia,
(Jakarta : Gramedia, 2006), hlm. 119
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sebagai berikut:43
1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan
perundangan.
2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di
dalam perundangan.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk
mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama
perundangan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan
kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersangkutan guna
mengakhiri sengketa.
Gary H. Barnes menyatakan mediasi adalah proses untuk
menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak netral. Peranan pihak
netral adalah melibatkan diri untuk membantu para pihak baik secara
pribadi atau kolektif, untuk mengidentifikasikan masalah-masalah yang
dipersengketakan dan mengembangkan proposal untuk menyelesaikan
sengketa tersebut. Tidak seperti arbiter, mediator tidak mempunyai
wewenang untuk memutus setiap sengketa, melainkan mediator dapat
mengikuti pertemuan-pertemuan rahasia dan pembahasan khusus
bersama dengan pihak-pihak yang bertikai.44
43 Edi As’Adi, Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) Di Indonesia,
(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), hlm. 6
44 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan, (Bandung : Citra
Aditya Bakti, 2003), hlm. 240
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Menurut Gary Goodpaster, mediasi adalah proses negosiasi
pemecahan masalah, di mana pihak luar yang tidak memihak (impartial)
dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu
mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.
Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang
untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun dalam hal ini para
pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka
menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Asumsinya bahwa
pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial
hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah
laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi,
atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif, dan
dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan
persoalan-persoalan yang dipersengketakan.45
Laurence Bolle menyatakan “Mediation is a decision making
process in which the parties are assisted by a mediator; the mediator
attempt to improve the process of decision making and to assist the
parties the reach an out-come to wich of them can assent.” Bolle
menekankan bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang
dilakukan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator.
Pernyataan Bolle menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan
keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak dan mediator
45 Ibid
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hanyalah membantu para pihak di dalam proses pengambilan keputusan
tersebut. Kehadiran mediator menjadi amat penting karena ia dapat
membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan menjadi
lebih baik, sehingga menghasilkan outcome yang dapat diterima oleh
mereka yang bertikai.46
Sedangkan J. Folberg dan A. Taylor dalam bukunya Mediation : A
Comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation
sebagaimana dikutip oleh Syahrizal Abbas memaknai mediasi dengan
“The process by which the participants, together with the assistance of a
neutral persons, systematically isolate dispute in order to develop options,
consider alternative, and reach consensual settlement that will
accommodate their needs”. J. Folberg dan A. Taylor menyatakan bahwa
penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan secara bersama-sama
oleh para pihak bersengketa dan dibantu oleh pihak ketiga yaitu pihak
netral. Pihak netral atau mediator dapat mengembangkan dan
menawarkan pilihan penyelesaian sengketa dan para pihak dapat
mempertimbangkan tawaran mediator sebagai alternatif menuju
kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian yang
ditawarkan mediator diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan
para pihak yang bersengketa sehingga mediasi dapat membawa para
46 Syahrizal Abbas, Op. Cit., hlm. 4
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pihak mencapai kesepakatan tanpa merasa ada pihak yang menang atau
pihak yang kalah (win-win solution).47
Menurut John W. Head dalam bukunya Pengantar Hukum Ekonomi
sebagaimana dikutip oleh Gatot Sumartono bahwa mediasi adalah suatu
prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan”
untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang
berbeda atas sengketa tersebut hanya dapat dipahami dan mungkin
didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian
tetap berada di tangan para pihak sendiri. Dari definisi tersebut mediator
dianggap sebagai “kendaraan” bagi para pihak untuk berkomunikasi.48
2. Dasar Hukum Penerapan Mediasi Di Indonesia
a. Dasar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar
Pengadilan
Dasar hukum penerapan mediasi, yang merupakan salah satu dari
sistem ADR di Indonesia adalah:49
1) Pancasila sebagai dasar ideologi negara Republik Indonesia yang
mempunyai salah satu asas musyawarah untuk mufakat.
2) UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia dimana asas
musyawarah untuk mufakat menjiwai pasal-pasal di dalamnya.
3) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
47 Ibid, hlm. 5
48 Gatot Sumartono, Op. Cit., hlm. 120
49 Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta :
Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 164
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4) Secara administrative type ADR telah diatur dalam berbagai undang-
undang seperti UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa; UU No. 18 Tahun 1999 Tentang
Jasa Konstruksi; UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; UU No. 32 Tahun
2000 Tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu; UU No. 14 Tahun 2001
Tentang Paten; UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek; UU No. 22
Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; UU No.
12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Perusahaan
Swasta; UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; PP
no. 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan
Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan; UU No. 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan; UU No. 2 Tahun 2004 Tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 Tentang
Pemberdayaan Lembaga Damai sebagaimana dalam Pasal 130
HIR/RBg.
6) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang
telah diubah dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan.
b. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa di Pengadilan
Di Indonesia, mediasi/perdamaian yang bersifat wajib sampai saat
ini hanya diberlakukan untuk sengketa-sengketa perdata yang diajukan ke
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Pengadilan Negeri/Agama. Penggunaan prosedur mediasi wajib ini
dimungkinkan karena hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia,
HIR dan RBg, menyediakan dasar hukum yang kuat. Pasal 130 HIR dan
Pasal 154 RBg menyatakan bahwa hakim diwajibkan untuk terlebih
dahulu mengupayakan proses perdamaian, namun caranya belum diatur,
sehingga ada kekosongan yang perlu diatur oleh Mahkamah Agung untuk
kelancaran jalannya peradilan. Oleh sebab itu dan untuk lebih
mengoptimalkan penggunaan pasal tersebut, dikeluarkan SEMA No. 1
Tahun 2002 yang mewajibkan semua majelis hakim menyidangkan
perkara, dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan
menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar
formalitas menganjurkan perdamaian.50 SEMA merupakan petunjuk bagi
hakim peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi
pembinaan dan pengawasan (Pasal 32 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1985
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang
Mahkamah Agung). Petunjuk tersebut merupakan penjelasan atau
penafsiran peraturan undang-undang agar dalam praktik pengadilan tidak
terjadi disparitas dalam memberikan keadilan yang menimbulkan tidak
tercapainya kepastian hukum.51
Keadaan itu mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan
Perma No. 2 Tahun 2003 yang kemudian diperbaharui dengan Perma No.
50 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlm. 168
51 Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum : Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam
Bidang Hukum, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 3
27
1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dasar hukum
inilah (penggunaan mediasi bersifat wajib) yang dalam perkembangannya
kemudian diberlakukan untuk konteks-konteks tertentu seperti diatur
dalam Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
3. Prinsip-Prinsip Mediasi
Begitu “suci” peran mediasi dan mediator ini hingga dalam
prosesnya tidak boleh melanggar prinsip-prinsip umum yang berlaku.
Prinsip dasar itu adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya
kegiatan mediasi karena prinsip ini merupakan kerangka kerja yang harus
diketahui oleh mediator, sehingga dalam melaksanakan mediasi tidak
keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.52
Sebagaimana yang pernah ditulis oleh David spencer dan Michael
Brogan yang juga merujuk pada pandangan Ruth Carlton berkenaan
dengan lima prinsip dasar mediasi, yaitu sebagai berikut:53
1. Prinsip  Kerahasiaan atau Confidentiality
Kerahasiaan yang dimaksud di sini adalah bahwa segala sesuatu yang
terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan
pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau
pers oleh masing-masing pihak.
52 Syahrizal Abbas, Op. Cit., hlm. 28
53 Ibid
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2. Prinsip Sukarela atau Volunteer
Maksudnya adalah kedua belah pihak yang bertikai datang ke mediasi
atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak
ada paksaan dan tekanan dari pihak luar.
3. Prinsip Pemberdayaan atau Empowerment
Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap
masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para
pihak untuk menerima solusinya.
4. Prinsip Netralitas atau Neutrality
Di dalam mediasi tugas mediator sebatas hanya sebagai mediator saja
dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator
hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya
mediasi. Dalam mediasi, mediator tidak bertindak layaknya seorang
hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu
pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya atau memaksakan
pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.
5. Prinsip Solusi yang Unik atau a unique solution
Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus
sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses
kreativitas.
4. Tujuan Dan Keuntungan Mediasi
Menurut Lucy V. Kazt, keberhasilan proses penyelesaian sengketa
alternatif melalui mediasi dikarenakan adanya “equitable and legal
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remedies” yang memberikan adanya kesederajatan yang sama dan
penggantian kerugian secara hukum yang harus dihormati oleh para
pihak. Para pihak mempunyai keyakinan bahwa penyelesaian sengketa
melalui mediasi akan mendapat remedy for damages bagi mereka dengan
win-win solution bukan win-lose solution. Berdasarkan hal ini, para pihak
“sama-sama menang” tidak saja dalam arti ekonomi atau keuangan,
melainkan termasuk juga kemenangan moril dan reputasi (nama baik dan
kepercayaan). Selanjutnya, mediasi memiliki prinsip bahwa putusan tidak
mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar
kesejajaran kepatutan dan rasa keadilan. 54
Selain dapat mempersingkat waktu penyelesaian, mediasi juga
diharapkan mengurangi beban psikologis yang akan mempengaruhi
berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara. Proses mediasi juga
menimbulkan efek sosial, yaitu semakin mempererat hubungan sosial
atau hubungan persaudaraan. Mediasi dapat menghindarkan cara-cara
berperkara melalui pengadilan yang mungkin menimbulkan keretakan
hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan penyelesaian
sengketa melalui proses mediasi dapat berjalan lebih informal, terkontrol
oleh para pihak serta lebih mengutamakan kepentingan kedua belah pihak
yang bersengketa untuk mempertahankan kelanjutan hubungan yang
telah dibina.55
54 Lucy V. Kazt, Enforcing An ADR Clause-Are Good Intention All You Have?, American
Business Law Jurnal 575, 1988, hlm. 588
55 Ibid
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Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara
para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan impartial.
Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan
damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa
melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama,
tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win
solution). Dalam mediasi, para pihak yang bersengketa proaktif dan
memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator
tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya
membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan
kesepakatan damai mereka.56
Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:
a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan
relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke
pengadilan atau lembaga arbitrase.
b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan
mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis
mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak
hukumnya.
c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi
secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan
perselisihan mereka.
56 Ibid, hlm. 24
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d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol
terhadap proses dan hasilnya.
e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit
diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu
menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak
yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan.
g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir
selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang
dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga
arbitrase.57
5. Biaya Mediasi
Biaya mediasi adalah biaya yang dikeluarkan selama
berlangsungnya proses mediasi. Biaya mediasi biasanya dikeluarkan
secara bersama oleh kedua belah pihak yang bersengketa, namun dalam
praktik kadang-kadang juga ditemukan biaya mediasi dikeluarkan oleh
satu pihak, dan disetujui oleh pihak lain. Biaya mediasi ini diperuntukkan
untuk biaya jasa mediator, bahan-bahan yang diperlukan dalam proses
mediasi seperti fotokopi dokumen, biaya tempat atau biaya mendatangkan
para ahli dan berbagai biaya lainnya yang bersifat insidental.58
Bila tempat mediasi digunakan pada salah satu ruang pengadilan
tingkat pertama, maka para pihak yang bersengketa tidak perlu
57 Ibid,hlm. 25
58 Ibid, hlm. 332
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membayarkan sewanya, tetapi jika para pihak menunjuk tempat lain
sebagai tempat menyelenggarakan mediasi, maka biaya sewa tempat
harus dikeluarkan para pihak. Demikian pula untuk biaya jasa mediator
harus dibayarkan pula oleh para pihak, namun jumlah dan waktu
pembayarannya sangat tergantung pada kesepakatan antara mediator
dengan para pihak. Jika mediator adalah hakim, maka para pihak tidak
dipungut biaya apapun, sedangkan bila mediator yang berasal bukan
hakim, maka para pihak harus membayarkan jasanya, kecuali para pihak
yang tidak mampu akan dibayarkan oleh negara (prodeo).59
Pembayaran jasa mediator dapat dibayar pada awal dimulainya
mediasi, saat sedang berjalan atau pada saat akhir dari proses mediasi.
Sebagian biaya mediasi sebaiknya dikeluarkan pada awal proses mediasi,
terutama untuk pembiayaan bahan dokumen, tempat atau untuk
mendatangkan para ahli dalam proses mediasi. Jelasnya, mekanisme
pembiayaan untuk seluruh proses mediasi sangat tergantung pada
kesepakatan-kesepakatan antara para pihak dengan mediator. Jumlah
dan kapan pembayaran biaya mediasi dilakukan para pihak juga sangat
tergantung pada situasi dan kondisi serta kesepakatan bersama.60
6. Perbandingan Antara Mediasi, Arbitrase dan Litigasi
Arbitrase jauh lebih dikenal luas bila dibandingkan dengan mediasi.
Arbitrase telah lama digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa
komersial dan ketenagakerjaan. Seorang pihak ketiga yang netral disebut
59 Ibid
60 Ibid, hlm. 333
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arbitrator memimpin suatu pemeriksaan di antara pihak yang bersengketa
lalu bertindak sebagai seorang hakim, membuat suatu putusan yang
mengikat secara hukum. Sebaliknya, mediator sebagai pihak ketiga yang
bersifat netral dalam mediasi tidak bertindak sebagai seorang hakim dan
tidak mempunyai otoritas untuk menjatuhkan suatu putusan. Mediator
menggunakan keterampilan khusus untuk membantu para pihak
menentukan solusi mereka sendiri terhadap persengketaan mereka.
Tujuannya adalah untuk menemukan solusi yang bersifat “menang-
menang”, di mana kedua pihak mencapai sesuatu yang mereka
inginkan.61
Menurut Profesor Goodpaster, ada beberapa karakteristik utama
dari arbitrase, yaitu:62
a. Arbitration involves the private adjudication of disputes.
b. In agreeing to arbitrate, merchants agree to give up their rights to
litigate in national courts.
c. Arbitration is often faster, less formal, less expensive, more adaptable,
and more confidential than litigation.
d. Arbitration awards may be more readily enforceable than foreign court
judgements.
Jadi jelas bahwa penggunaan arbitrase hanya terbatas pada
penyelesaian secara perdata dimana pedagang menyetujui untuk
melepaskan hak-haknya mengajukan perkara ke pengadilan nasional.
61 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan,
(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 25
62 Ibid, hlm. 36
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Arbitrase sering lebih cepat, lebih nonformal, lebih murah, lebih mudah
penyesuaiannya dan lebih rahasia ketimbang berperkara ke pengadilan.63
Adapun perbedaan antara cara penyelesaian sengketa melalui
mediasi, arbitrase dan litigasi akan dijelaskan melalui tabel berikut:64
Tabel 1 Perbandingan Antara Mediasi, Arbitrase dan Litigasi
PROSES MEDIASI ARBITRASE LITIGASI
Siapa yang





Prosedur Informal Agak formal Formal
Lamanya Proses 3-6 minggu 3-6 bulan 2 tahun atau lebih
Biaya berperkara Nominal/murah Sedang Mahal
Aturan
pembuktian Tidak ada Informal Teknis
Publisitas Privat Sering Privat Publik
Hubungan
antarpihak Kooperatif Antagonistis Antagonistis
Fokus Masa depan Masa lalu Masa lalu
































Sumber : Kenneth Cloke and August, Strachan, “Mediation and Prepaid Legal
Plans”, Mediation Quarterly, No. 18, 1987, hlm. 94.
7. Peranan Dan Fungsi Mediator
Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam
proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian
63 Ibid
64 Ibid, hlm. 37
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sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah
penyelesaian.65
Dalam praktik, mediator berbicara secara rahasia dengan masing-
masing pihak. Disini mediator perlu membangun kepercayaan para pihak
yang bersengketa lebih dahulu. Banyak cara yang dapat dilakukan
mediator untuk menanamkan kepercayaan, misalnya dengan
memperkenalkan diri dan melakukan penelusuran kesamaan dengan para
pihak. Kesamaan tersebut mungkin dari segi hubungan kekeluargaan,
pendidikan, agama, profesi, hobi, dan apa saja yang dirasa dapat
memperdekat jarak dengan para pihak yang bersangkutan.66
Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi.
Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang
ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah
pertemuan antar para pihak.67
Raiffa melihat peran mediator sebagai sebuah kontinum atau garis
rentang, yakni dari sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang
terkuat. Sisi peran terlemah adalah apabila mediator hanya menjalankan
perannya sebagai berikut:68
a. Penyelenggaraan pertemuan.
b. Pemimpin diskusi netral.
65 Ketentuan Pasal 1 angka 6 Perma No. 1 Tahun 2008
66 Gatot Sumartono, Op. Cit., hlm. 120
67 Syahrizal Abbas, Op. Cit., hlm. 77
68 Suyud Margono, ADR & Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum), Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2000, hlm. 59-60
36
c. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan
berlangsung secara beradab.
d. Pengendalian emosi para pihak.
e. Pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atau segan
mengemukakan pandangannya.
Sedangkan sisi peran yang kuat diperlihatkan oleh mediator,
apabila mediator bertindak atau mengerjakan hal-hal dalam proses
perundingan, sebagai berikut:
a. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan.
b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan para pihak.
c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah
pertarungan untuk dimenangkan, melainkan diselesaikan.
d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.
Dalam praktik sering ditemukan sejumlah peran mediator yang
muncul ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut adalah sebagai
berikut:69
a. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para
pihak.
b. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi
dan menguatkan suasana yang baik.
c. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan.
69 Syahrizal Abbas, Op. Cit., hlm. 79
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d. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar.
e. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan
menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.
Kovach menyebutkan peran mediator mencakup hal-hal berikut:70
1. Mengarahkan komunikasi di antara para pihak.
2. Memfasilitasi atau memimpin proses perundingan.
3. Mengevaluasi kemajuan proses perundingan.
4. Membantu para pihak untuk mempelajari dan memahami pokok
masalah dan berlangsungnya proses perundingan secara baik.
5. Mengajukan usul atau gagasan tentang proses dan penyelesaian
sengketa.
6. Mendorong para pihak kearah penyelesaian.
7. Mendorong kemampuan diri dan pemberdayaan para pihak untuk
melaksanakan proses perundingan.
8. Mengendalikan jalannya proses perundingan.
Riskin menyebutkan 7 (tujuh) fungsi mediator, yakni sebagai
catalyst, educator, translator, resource person, bearer of bad news, agent
of reality, scapegoat.71
1. Sebagai “catalyst/katalisator”, mengandung pengertian bahwa
kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong
lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi.
70 M. Zaidun, Mediasi.,Makalah disajikan pada perkuliahan Semester III Magister Hukum
Bisnis Unair, Surabaya, 2004, hlm. 3., dikutip dari Kimberlee K. Kovach, Mediation
Principle and Practice, (West Publishing Co., St. Paul, 1994), hlm. 28-29
71 Nazarkhan Yasin, Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 138
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2. Sebagai “educator/pendidik”, berarti seseorang harus berusaha
memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala
usaha dari para pihak. Oleh sebab itu, ia harus berusaha melibatkan
diri dalam dinamika perbedaan di antara para pihak.
3. Sebagai “translator/penerjemah”, berarti mediator harus berusaha
menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak
lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa
mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul.
4. Sebagai “resource person/narasumber”, berarti seorang mediator
harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia.
5. Sebagai “bearer of bad news/penyandang berita jelek”, berarti seorang
mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses
perundingan dapat bersikap emosional. Untuk itu mediator harus
mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk
menampung berbagai usulan.
6. Sebagai “agent of reality/agen realitas”, berarti mediator harus
berusaha memberi pengertian secara jelas kepada salah satu pihak
bahwa sasarannya tidak mungkin/tidak masuk akal tercapai melalui
perundingan.
7. Sebagai “scapegoat/kambing hitam”, berarti seorang mediator harus
siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil
perundingan.
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Gifford mengidentifikasi fungsi-fungsi mediator dalam sebuah
proses perundingan sebagai berikut:72
1. Memperbaiki komunikasi di antara para pihak.
2. Memperbaiki sikap para pihak terhadap satu sama lainnya.
3. Memberikan wawasan kepada para pihak atau kuasa hukumnya
tentang proses perundingan.
4. Menanamkan sikap realistis kepada pihak yang merasa situasi atau
kedudukannya tidak menguntungkan.
5. Mengajukan usulan-usulan yang belum diidentifikasi oleh para pihak.
Mediator dapat juga mengemukakan saran tentang substansi
pemecahan masalah selain tentang proses perundingan itu sendiri.
Setelah secara aktif mendengarkan pernyataan para pihak, mediator
barangkali dapat memahami kepentingan para pihak dan kemudian
mengemukakan usulan-usulan pemecahan masalah yang belum
diidentifikasi oleh para pihak itu sendiri. Lazimnya, seorang mediator tidak
cepat-cepat mengemukakan usulan-usulan tentang substansi, ia lebih
menyukai agar para pihak sendiri yang berusaha mengidentifikasi
berbagai alternatif pemecahan masalah. Usulan dari mediator biasanya
disampaikan setelah para pihak tidak lagi mempunyai gagasan tentang
pemecahan masalah. Akan tetapi, bagaimanapun seorang mediator harus
menyadari bahwa peran yang terlalu aktif dalam hal substansi
mengandung risiko, yaitu bahwa hasil akhir atau kesepakatan dapat
72 M. Zaidun, Op. Cit., hlm. 3-4, dikutip dari Donald G. Gifford, Legal Negotiation Theory
and Applications, (Minnesota : West Publishing Co., St. Paul, 1989), hlm. 204-206
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dipandang oleh para pihak atau salah satu pihak bukan sebagai hasil
pemikiran mereka sendiri, tetapi pemikiran si mediator, sehingga para
pihak atau salah satu pihak tidak sepenuh hati menerima hasil akhir atau
kesepakatan.73
6. Kualifikasi Mediator
Masalah kualifikasi mediator ini sangat berkaitan erat dengan
kemampuan mediator. Persoalan yang perlu dikemukakan yaitu apakah
seseorang perlu mempunyai kualifikasi khusus untuk dapat berpraktik
sebagai mediator. Jawaban terhadap pertanyaan ini mungkin berbeda
satu dengan yang lainnya. Namun secara umum diterima prinsip bahwa
seorang mediator harus mempunyai integritas pribadi yang baik dan
memiliki kompetensi profesional dalam bidang tertentu.
Pada umumnya, keterampilan mediator dapat diperoleh dan
ditingkatkan melalui pelatihan. Dewasa ini pelatihan sebagai mediator
sudah menjadi persyaratan. Di Australia misalnya, dalam Farm Debt
Mediation Act 1994 (NSW), seorang calon mediator wajib mengikuti
pelatihan (training) mediasi sebelum berpraktik sebagai mediator.74 Di
Amerika Serikat, ketentuan mengenai wajib mengikuti pelatihan (training)
mediasi sangat tegas. Di beberapa negara bagian, termasuk California,
Florida, Michigan, New York dan Texas, perundang-undangan dan
ketentuan-ketentuan peradilan menentukan syarat pelatihan minimum
73 Nurnaningsih Amriani, Op. Cit., hlm. 67
74 Sondang Siregar, Should a Mediator be Required to Have a Particular Training or
Qualification?, Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 January 1998, hlm. 64. Lihat juga Hillary
Astor dan Christine M. Chinkin, Dispute Resolution in Australia, Sydney : Butterworths,
1992, hlm. 214-218
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untuk mediasi yang dilaksanakan oleh pusat-pusat mediasi yang dibiayai
oleh negara bagian.75 Namun demikian, ketentuan-ketentuan tersebut
tidak mengatur lembaga-lembaga yang berhak menyelenggarakan
pelatihan dan memberikan kualifikasi kepada calon mediator. Pada
dasarnya setiap lembaga penyedia jasa mediasi berwenang untuk
menyelenggarakan pelatihan dan memberikan kualifikasi kepada calon
mediator. Prinsip-prinsip yang dikemukakan tersebut juga tidak
menghalangi perorangan yang ingin berpraktik sebagai mediator.76
Walaupun di kedua negara tersebut, khususnya Amerika,
ketentuan mengenai wajib mengikuti pelatihan mediasi sangat tegas tetapi
tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai latar belakang profesi atau
pendidikan untuk menjadi seorang mediator. Umumnya mediator
mempunyai latar belakang pendidikan hukum, guru, dan ilmu-ilmu sosial.77
Ketentuan-ketentuan mengenai wajib mengikuti pelatihan mediasi
sebelum menjadi seorang mediator pada dasarnya dimaksudkan untuk
menjaga kualitas mediator dan melindungi kepentingan pengguna jasa
mediasi. Hal yang diharapkan yaitu dengan pelatihan mediasi seorang
calon mediator akan memiliki keterampilan yang memadai dalam
menghadapi kasus-kasus yang rumit. Misalnya dalam menghadapi kasus-
kasus bisnis yang rumit, tidak hanya dibutuhkan kemauan untuk
75 Peter Lovenheim, Op. Cit., hlm. 9. Lihat juga Kimberlee K. Kovach, Mediation,
Principles and Practice, St. Paul, Minn. : West Publishing Co., 1994, hlm. 210. Lihat juga
Stephen B Goldberg, Frank E.A. Sander, and Nancy H. Rogers, Dispute Resolution
Negotiation, Mediation, and Other Processes, Second Edition, Toronto : Little, Brown &
Company, 1992, hlm. 103
76 Stephen B Goldberg, Frank E.A. Sander, and Nancy H. Rogers, Op. Cit., hlm. 168
77 Peter Lovenheim , Op. Cit., hlm. 214
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mendamaikan saja tetapi juga harus ditunjang dengan penguasaan teknik-
teknik penyelesaian sengketa yang memadai dan substansi dari sengketa
yang dihadapi. Tujuan yang lain adalah untuk menjaga kesan baik
terhadap mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Jika mediasi
banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi yang
memadai dan gagal menyelesaikan sengketa yang dihadapi, pada
gilirannya akan memberikan kesan negatif pada pengguna jasa mediasi
yaitu bahwa mediasi tidak efektif sebagai media penyelesaian sengketa.
Hasil akhir proses mediasi adalah kesepakatan yang mengikat para pihak
yang bersengketa. Oleh karena itu, kualitas dari mediator sangat
menentukan untuk mengarahkan dan melakukan persuasi agar para pihak
secara sukarela mencapai kesepakatan. Pada akhirnya, penentuan untuk
memilih mediator tergantung pada pengguna jasa mediasi. Namun
demikian, perlindungan konsumen tetap perlu diperhatikan dengan
pemberian kualifikasi pada calon mediator.78






Berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan
skripsi ini, maka penulis memilih kota Makassar sebagai lokasi penelitian.
Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri
Makassar. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa
Pengadilan Negeri Makassar merupakan tempat diselenggarakannya
mediasi di wilayah hukum pengadilan tingkat pertama di kota Makassar.
B. Jenis Dan Sumber Data
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah :
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui
wawancara dengan narasumber dan pihak-pihak terkait dengan
penulisan skripsi ini yaitu hakim dan mediator.
2. Data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari
instansi lokasi penelitian, literatur, serta peraturan-peraturan
yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas. Penulis
dalam penelitian ini membatasi pada perkara perdata yang
melaksanakan mediasi kurun Tahun 2012-2013.
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C. Teknik Pengumpulan Data
1. Penelitian Pustaka (Library Research)
Penelitian ini dilaksanakan dengan pengumpulan data dan
landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah,
artikel-artikel. Penulis dalam penelitian ini membatasi pada
perkara perdata yang melaksanakan mediasi kurun Tahun
2012-2013.
2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan
melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada
instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian
ini.
D. Analisis Data
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer
maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif, kemudian dipaparkan
secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan
menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan
erat dengan penulisan ini.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan
Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Lahirnya suatu peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung
bertujuan untuk kelancaran proses penyelenggaraan peradilan
sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun
2004 Tentang Mahkamah Agung. Lembaga ini memiliki fungsi
pengawasan terhadap jalannya peradilan dengan tujuan agar peradilan
dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tetap berpedoman pada asas
peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Selain itu, Mahkamah
Agung juga mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran
penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup
diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk
mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi
kelancaran penyelenggaraan peradilan.
Bentuk implementasi dari Pasal 79 Undang-Undang No. 5 Tahun
2004 Tentang Mahkamah Agung yang berisi ketentuan bahwa Mahkamah
Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi
kelancaran penyelenggaraan peradilan yaitu dengan diterbitkannya suatu
Peraturan Mahkamah Agung. Salah satu diantaranya yaitu Peraturan
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Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan. Tujuan dari diterbitkannya Perma ini yaitu sebagai sarana
untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis baik dari sudut
pandang kesederhanaan prosesnya, biaya maupun waktu, serta dapat
menciptakan kondisi win-win solution kepada para pihak yang
bersengketa.
Sebelum proses persidangan, perkara gugatan yang telah
didaftarkan harus melaksanakan proses mediasi terlebih dahulu. Setiap
hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian
sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini. Pada hari
sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan
kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
Para pihak berhak untuk memilih mediator, baik dari dalam maupun
dari luar pengadilan. Batas waktu dari pelaksanaan mediasi yaitu 40
(empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau
ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Jangka waktu mediasi dapat
diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa
40 (empat puluh) hari atas dasar kesepakatan para pihak. Apabila mediasi
berhasil, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara
tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan
mediator. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari
sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan
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perdamaian agar dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Namun
sebaliknya, apabila mediasi gagal maka akan dibuatkan berita acara.
Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan
pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
Proses mediasi di Pengadilan Negeri Makassar sudah sesuai
dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma yang berbunyi, “pada hari
sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim
mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”. Jadi, ketentuan ini
mewajibkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi terlebih dahulu
dan berdasarkan wawancara dengan beberapa hakim, mereka selalu
patuh terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma tersebut mengingat
ketentuan Pasal 2 ayat (3) Perma jika hakim dan para pihak tidak
melaksanakan proses mediasi, maka berakibat putusan batal demi
hukum.
Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) “para pihak berhak memilih
mediator di antara pilihan-pilihan berikut:
a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
b. Advokat atau akademisi hukum;
c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau
berpengalaman dalam pokok sengketa;
d. Hakim majelis pemeriksa perkara;
e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau
gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d”.
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Pada Pengadilan Negeri Makassar, jumlah hakim dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
Tabel 2 Daftar Nama Hakim di Pengadilan Negeri Makassar
No. Nama Hakim
1. Nathan Lambe, S.H., M.H.
2. Arie Winarsih, S.H., M.Hum.
3. Acice Sendong, S.H., M.H.
4. Kristijan Purwandono Djati, S.H., M.H.
5. Suparman Nyompa, S.H., M.H.
6. H. Muh. Anshar Madjid, S.H., M.H.
7. Ibrahim Palino, S.H., M.H.
8. Andi Astara, S.H.
9. Bonar Harianja, S.H., M.H.
10. H. Sunarso, S.H., M.H.
11. Suprayogi, S.H.
12. H. Makmur, S.H., M.H.
13. Frangky Tambuwun, S.H., M.H.
14. Puji Hendro Suroso, S.H.
15. Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.
16. Muhammad Damis, S.H., M.H.
17. Sapruddin, S.H.
18. R. Bernadette Samosir, S.H.
Sumber data : Bagian Hukum Pengadilan Negeri Makassar, 2014
Pada umumnya, seluruh mediator yang disebutkan dalam Pasal 8
ayat (1) tersebut dapat menjadi mediator dalam pengadilan. Namun
berdasarkan pengamatan penulis pada Pengadilan Negeri Makassar
umumnya hanya menggunakan hakim sebagai jasa mediator.
Berdasarkan daftar perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri
Makassar kurun Tahun 2012-2013 hanya terdapat beberapa nama hakim
saja dari keseluruhan hakim yang ada di pengadilan yang ditugaskan
untuk melaksanakan mediasi. Hal ini mencerminkan tidak efektifnya
penunjukan mediator di Pengadilan Negeri Makassar karena menurut
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Perma jika dalam wilayah sebuah pengadilan tidak ada hakim, advokat,
akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator,
hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang
menjalankan fungsi mediator (Pasal 5 ayat (2)). Sehingga pada dasarnya
seluruh hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Makassar dapat
ditunjuk untuk melaksanakan tugas mediasi.
Setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada asasnya
wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti
pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh
akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan
wawancara dengan Nathan Lambe, Bonar Harianja, Andi Astara, Kristijan
Purwandono Djati, dan H. Sunarso, di Pengadilan Negeri Makassar hanya
terdapat 2 (dua) hakim yang telah mengikuti pelatihan mediator dan
memiliki sertifikat mediator, yaitu Kristijan Purwandono Djati dan
H. Sunarso dari total 18 hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri
Makassar. Sementara mediator yang berasal dari advokat atau akademisi
hukum dan profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai
atau berpengalaman dalam pokok sengketa belum ada yang terdaftar dan
diumumkan di Pengadilan Negeri Makassar. Sehingga untuk
mengimbangi banyaknya jumlah perkara perdata yang masuk dan wajib
melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Makassar, maka hakim yang
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bertugas di pengadilan tersebut difungsikan juga untuk melaksanakan
tugas mediasi berdasarkan Perma ini.79
Berdasarkan penjelasan diatas, maka hal tersebut menjadi
hambatan dalam kelancaran proses mediasi di Pengadilan Negeri
Makassar. Selain karena jumlah hakim mediator yang bersertifikat hanya
terdiri atas 2 (dua) orang hakim, hakim lain yang tidak bersertifikat pun
tidak mampu mengupayakan mediasi secara optimal karena hakim yang
ditunjuk sebagai mediator itu juga menangani perkara-perkara yang
masuk ke pengadilan. Kesungguhan untuk menjembatani proses
penyelesaian sengketa melalui mediasi kurang digali secara mendalam
oleh para hakim sehingga menyebabkan banyaknya perkara yang
mengalami kegagalan dalam proses mediasi.80
Menurut pendapat penulis, pada kenyataannya mediator yang
memiliki keterampilan dan kemampuan (skill) untuk menjalankan tugas
mediasi sangat diperlukan untuk mendukung keefektifan dari proses
mediasi. Tentu saja keterampilan dan kemampuan yang dimaksud
diperoleh dari pelatihan mediator bersertifikat yang diselenggarakan oleh
lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Sehingga diharapkan mediator-mediator yang telah
menjalani pelatihan dan memperoleh sertifikat dapat menciptakan
79Wawancara dengan Nathan Lambe, Bonar Harianja, Andi Astara, Kristijan Purwandono
Djati, dan H. Sunarso, Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Makassar
80 Wawancara dengan Andi Astara, Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Makassar pada
Tanggal 22 Oktober 2014
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keberhasilan penyelenggaraan mediasi untuk setiap perkara perdata
seperti yang diharapkan melalui Perma ini.
Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari
kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua
majelis hakim. Selanjutnya atas dasar kesepakatan para pihak, jangka
waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja
sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari. Berdasarkan wawancara
penulis dengan Nathan Lambe, Bonar Harianja, Andi Astara, Kristijan
Purwandono Djati, dan H. Sunarso, pada umumnya mediasi di Pengadilan
Negeri Makassar selesai dalam waktu yang relatif cepat dan tidak sampai
dengan 40 hari. Akan tetapi, mediasi yang telah dilaksanakan sebagian
besar menemukan jalan buntu dengan kata lain gagal untuk dimediasi.
Menurut penulis, hal ini dianggap membuang-buang waktu karena
disebabkan banyaknya perkara yang dimediasi mengalami kegagalan.
Misalnya saja pada perkara perceraian dimana para pihak biasanya sudah
tidak menginginkan lagi dilaksanakannya mediasi dengan alasan sudah
tidak memiliki perasaan terhadap pasangannya karena perselisihan yang
tak kunjung selesai, telah lama pisah ranjang dan sebagainya. Umumnya
para pihak sudah menempuh perdamaian secara kekeluargaan, namun




Mediasi diharapkan tidak lebih dari 40 hari. Apabila sudah tidak
dapat lagi menemukan solusi pemecahan masalah atau sengketa, maka
mediasi dinyatakan gagal dan akan dilanjutkan dengan jalur litigasi untuk
lebih mengefisienkan waktu.82 Akan tetapi apabila ada kemungkinan untuk
dihasilkannya kesepakatan damai, meskipun telah lewat 40 hari dan 14
hari tambahan atas kesepakatan para pihak, hakim akan terus
mengupayakan terjadinya perdamaian karena perdamaian merupakan
jalan yang terbaik untuk menyelesaikan perselisihan.83
Sebelum diterapkannya Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan hasil wawancara penulis
dengan Nathan Lambe, Bonar Harianja, Andi Astara, Kristijan
Purwandono Djati, dan H. Sunarso, dalam menghadapi suatu persidangan
para hakim selalu patuh terhadap Pasal 130 HIR dan 154 Rbg dan wajib
untuk dilaksanakan.84 Para hakim selalu mengupayakan terjadinya
perdamaian sebelum proses persidangan. Hakim terkadang menyinggung
materi mediasi agar para pihak menyadari penyelesaian sengketa melalui
mediasi merupakan jalan terbaik karena kedua belah pihak berada pada
kedudukan yang sama atau win-win solution. Oleh karena sebelum
82 Wawancara dengan Bonar Harianja, Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Makassar
pada Tanggal 22 Oktober 2014
83 Wawancara dengan Nathan Lambe, Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Makassar
pada Tanggal 6 Oktober 2014
84 Wawancara dengan Nathan Lambe, Bonar Harianja, Andi Astara, Kristijan Purwandono
Djati, dan H. Sunarso, Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Makassar
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diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2008 belum tersedia ruangan
mediasi, maka mediasi dilakukan di ruang sidang.85
Namun adapula yang beranggapan bahwa sebelum diterapkannya
Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
ketentuan pada Pasal 130 HIR dan 154 Rbg yang mewajibkan hakim
untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian sebelum masuk ke
persidangan dimana pasal-pasal tersebut merupakan dasar dari
pelaksanaan mediasi, hanya dilaksanakan atas dasar formalitas belaka.
Hakim biasanya tidak bertindak proaktif sehingga inti dari mediasi tidak
dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan.86 Menurut penulis, hal ini
mungkin saja terjadi mengingat sebelum diterbitkannya Perma No. 1
Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak ada sanksi
yang mengikat ketika hakim tidak menjalankan ketentuan Pasal 130 HIR
dan 154 Rbg yang merupakan dasar dari mediasi.
Setelah diterbitkannya Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, maka setiap sengketa perdata yang masuk di
pengadilan negeri harus melalui proses mediasi sebagaimana telah diatur
dalam Perma ini, karena apabila tidak dilaksanakan maka putusan akan
batal demi hukum. Namun hal ini tidak berlaku untuk perkara yang
diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan
industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa
85 Wawancara dengan Andi Astara, Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Makassar pada
Tanggal 22 Oktober 2014
86 Wawancara dengan Bonar Harianja, Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Makassar
pada Tanggal 22 Oktober 2014
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Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (Pasal 4 Perma). Perma ini diterbitkan untuk lebih mengakomodir
pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan 154
Rbg dimana hakim diwajibkan untuk mengupayakan perdamaian sebelum
proses persidangan dan telah berjalan sebagaimana mestinya
berdasarkan pengamatan penulis di Pengadilan Negeri Makassar.
Perma sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata melalui
mediasi secara konseptual sama dengan upaya perdamaian sebagaimana
diwajibkan dalam Pasal 130 HIR dan 154 Rbg. Oleh sebab itu,
berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008, jika hakim
maupun para pihak yang bersengketa tidak mematuhi peraturan tersebut,
maka dianggap melanggar kedua pasal yang dimaksud sehingga
mengakibatkan putusan batal demi hukum. Mediasi yang bersifat wajib ini
tidak dimaksudkan agar para pihak wajib menghasilkan perdamaian oleh
karena perdamaian tidak dapat dipaksakan, melainkan harus merupakan
kesadaran dan keinginan bersama dari para pihak. Namun diharapkan
perdamaian dapat tercapai dalam arti mediasi yang dilaksanakan berhasil
agar lebih cepat dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa
dengan waktu yang cepat akan menciptakan peradilan yang sederhana
dan tentunya biaya yang digunakan pun akan lebih ringan.
Mediasi yang bersifat wajib ini dilakukan sebagai tahap awal dalam
suatu proses persidangan di pengadilan dimana mediator yang telah
disepakati para pihak akan memproses sebuah perkara setelah
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sebelumnya ditunjuk oleh ketua majelis hakim (Pasal 11 ayat (3) Perma).
Apabila para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang
dikehendaki, maka ketua majelis hakim berhak menunjuk hakim bukan
pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama
untuk menjalankan fungsi mediator. Jika pada pengadilan yang sama
tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka
hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk
oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator. Hal ini
dimungkinkan terjadi mengingat jumlah hakim maupun hakim mediator
bersertifikat di daerah-daerah sangat sedikit.
Hasil dari suatu proses mediasi merujuk pada dua kemungkinan,
yaitu mediasi berhasil atau mediasi gagal. Apabila mediasi yang
dilaksanakan berhasil, maka mediator akan memberitahukan kepada
ketua majelis hakim untuk kemudian dibuatkan akta perdamaian.
Berdasarkan data yang diperoleh penulis, beberapa kasus yang telah
melalui proses mediasi tidak sampai pada pembuatan akta perdamaian
karena gugatan dicabut. Menurut Andi Astara, gugatan dicabut itu juga
menunjukkan keberhasilan dari proses mediasi. Kedua belah pihak yang
bersengketa sepakat untuk berdamai tanpa perlu dibuatkan akta
perdamaian oleh ketua majelis hakim.87 Namun apabila mediasi gagal,
maka mediator akan memberitahukan kepada ketua majelis hakim untuk
kemudian dilanjutkan melalui proses litigasi.
87 Wawancara dengan Andi Astara, Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Makassar pada
Tanggal 22 Oktober 2014
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Tolak ukur efektivitas Perma di Pengadilan Negeri Makassar dapat
dijelaskan melalui tabel berikut ini :
Tabel 3 Perkara yang dimediasi di Pengadilan Negeri Makassar
Tahun 2012
No. Jenis Perkara JumlahPerkara
Berhasil Tidak Berhasil
Jumlah % Jumlah %










48 9 18,7% 39 81,3%
4. Wanprestasi 21 9 42,9% 12 87,1%
5. Perlawanan 19 9 47,4% 10 52,6%
6. PengosonganLahan 16 2 12,5% 14 87,5%
7. Ganti Rugi 11 5 45,5% 6 54,5%
8. PerlawananEksekusi 7 1 14,3% 6 85,7%
9. Sita Jaminan 6 2 33,3% 4 66,7%
10. HutangPiutang 4 2 50% 2 50%
11. SewaMenyewa 3 1 33,3% 2 66,7%
12. HartaWarisan 2 1 50% 1 50%
Jumlah 345 70 20,3% 275 79,7%
Sumber data : Bagian Hukum Perdata Pengadilan Negeri Makassar, 2014
Berdasarkan tabel 3 (tiga), penulis menguraikan bahwa pada
Tahun 2012 perkara yang berhasil dimediasi di Pengadilan Negeri
Makassar hanya 70 dari 345 perkara atau hanya 20,3%.
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Tabel 4 Perkara yang dimediasi di Pengadilan Negeri Makassar
Tahun 2013
No. Jenis Perkara Jumlah
Berhasil Tidak Berhasil
Jumlah % Jumlah %





72 16 22,2% 56 77,8%
3. Tanah 54 13 24,1% 41 75.9%
4. Wanprestasi 32 7 21,9% 25 78,1%
5. Perlawanan 29 5 17,2% 24 82,8%
6. HutangPiutang 9 3 33,3% 6 66,7%
7. HartaWarisan 6 - 0% 6 100%
8. PengosonganLahan 4 - 0% 4 100%
9. Ganti Rugi 4 1 25% 3 75%
10. PembatalanAkta Jual Beli 4 - 0% 4 100%
11. Sita Jaminan 3 2 66,7% 1 33,3%
Jumlah 350 65 18,6% 285 81,4%
Sumber data : Bagian Hukum Perdata Pengadilan Negeri Makassar, 2014
Berdasarkan tabel 4 (empat), penulis menguraikan bahwa pada
Tahun 2013 perkara yang berhasil dimediasi hanya 65 dari 350 perkara
atau hanya 18,6%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dijelaskan
bahwa terjadi penurunan atas daftar perkara yang masuk pada Tahun
2012-2013 terhadap keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi.
Tujuan dari diterbitkannya Perma yaitu untuk mengurangi terjadinya
penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan
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memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa
disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).
Berdasarkan persentase, penyelesaian perkara yang berhasil mencapai
kesepakatan damai melalui mediasi di Pengadilan Negeri Makassar pada
Tahun 2012 sebesar 20,3% dan pada Tahun 2013 sebesar 18,6%.
Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan mediasi di
Pengadilan Negeri Makassar belum efektif sebagaimana yang diharapkan.
Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya perkara yang gagal dimediasi.
Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan
memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang
lebih ekonomis baik dari sudut pandang biaya maupun waktu, serta
menciptakan kondisi win-win solution kepada para pihak yang
bersengketa. Salah satu prinsip dari mediasi yaitu sukarela (volunteer)
yaitu masing-masing pihak yang bertikai (disputants) datang untuk
melakukan mediasi atas kemauan diri sendiri secara sukarela dan tidak
ada paksaan dari pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar
bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari
persengketaan mereka bila mereka datang ke tempat perundingan atas
pilihan mereka sendiri.
Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa di dalam Pasal 4 Perma No. 1
Tahun 2008 secara implisit tertulis, yakni semua sengketa perdata yang
diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan
penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, kecuali
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perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan
hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha. Demikian pula pada Pasal 2 ayat (3) disebutkan
bahwa apabila suatu perkara perdata yang masuk ke pengadilan tidak
melalui proses mediasi, maka putusan akan batal demi hukum. Hal ini
sama sekali tidak mencerminkan adanya prinsip kesukarelaan karena
adanya unsur paksaan atas adanya kewajiban tersebut. Padahal dalam
kenyataannya, pihak-pihak yang bersengketa sudah tidak menginginkan
lagi dilaksanakannya mediasi khususnya perkara perceraian yang dapat
dilihat pada tabel diatas merupakan perkara yang paling banyak masuk di
pengadilan dan melalui proses mediasi, namun sebagian besar gagal
dimediasi. Bagi para pihak, hal ini dianggap membuang-buang waktu
karena pada dasarnya mereka sudah enggan untuk berdamai ditambah
lagi kuatnya keinginan masing-masing pihak untuk memenangkan perkara
tersebut.88
Apabila dikaitkan dengan jangka waktu 40 hari, bagi pengadilan
memang tidak dipungut biaya, namun bagi para pihak sendiri akan
merasa terbebani oleh biaya terhadap sarana dan fasilitas yang
dibutuhkan terhadap kepentingannya di luar pengadilan, seperti biaya
transportasi selama proses mediasi, biaya kuasa hukum, dan jasa
penyelenggaraan tempat diluar pengadilan.
88 Wawancara dengan Nathan Lambe, Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Makassar
pada Tanggal 6 Oktober 2014
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Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa implementasi asas
peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan berdasarkan Perma No. 1
Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum terlaksana
sebagaimana yang diharapkan. Hal ini didukung dengan fakta bahwa
masih banyaknya perkara yang gagal dimediasi di Pengadilan Negeri
Makassar. Hubungan antara kegagalan mediasi dengan asas peradilan
yang cepat, sederhana, dan biaya ringan yaitu apabila kendala-kendala
yang menjadi penyebab kegagalan mediasi tidak segera dicarikan solusi
maka tujuan pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya
ringan sulit untuk diwujudkan.
B. Kendala-Kendala yang Terjadi di Dalam Pelaksanaan Perma
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Dalam Kaitannya Dengan Implementasi dari Asas Peradilan
Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan
Adapun kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam
keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar yaitu sebagai
berikut:
1. Kendala dari para pihak
Pada dasarnya mediasi di pengadilan merupakan kewajiban yang
harus diikuti oleh para pihak karena apabila tidak mengikuti proses
mediasi maka berakibat putusan batal demi hukum sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 ayat (3) Perma. Oleh sebab itu para pihak menganggap
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bahwa mediasi hanyalah prosedur yang bersifat formalitas belaka
sehingga banyak pihak enggan untuk berdamai saat mediasi karena ingin
melanjutkan pada proses litigasi. Hal ini didasari atas kepentingan para
pihak yang ingin memenangkan perkara karena merasa memiliki atas
obyek sengketa, misalnya tanah. 89
Kurangnya penjelasan dan pemahaman akan tujuan dan manfaat
mediasi bagi para pihak yang berperkara juga menjadi kendala dalam
kelancaran proses mediasi. Ketidaktahuan para pihak akan memicu
timbulnya ketidakyakinan mereka akan tercapainya perdamaian melalui
proses mediasi. 90 Berdasarkan wawancara dengan Yanky Tambunan,
Esther Limbong, Diah Ayu, dan Markus Tande, beberapa pihak
mengetahui dan memahami proses mediasi dan yang lainnya belum
mengetahui dan memahami tujuan dan manfaat yang akan diperoleh dari
penyelesaian sengketa melalui mediasi. Pihak yang belum memahami arti
penting dari mediasi beranggapan bahwa proses mediasi hanya
merupakan formalitas yang harus mereka lalui sebelum masuk ke proses
litigasi.
Mediasi sebenarnya sudah diupayakan diluar pengadilan oleh
orang-orang terdekat, aparat penegak hukum, dan sebagainya, namun
karena tidak menemukan titik temu maka permasalahan tersebut
didaftarkan ke pengadilan. Setelah perkara masuk di pengadilan dan
melewati proses mediasi, kebanyakan dari perkara tersebut gagal untuk
89 Ibid
90 Wawancara dengan Kristijan Purwandono Djati, Hakim Mediator di Pengadilan Negeri
Makassar pada Tanggal 24 Oktober 2014
62
dimediasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh ketidakyakinan dari para pihak
akan tercapainya kesepakatan damai melalui proses mediasi.91
Ketidakhadiran para pihak juga menjadi kendala dalam proses
mediasi karena mencerminkan ketidakseriusan untuk berdamai. Para
pihak yang bersengketa umumnya diwakili oleh kuasa hukumnya pada
saat mediasi. Hal ini disayangkan karena seharusnya pertemuan secara
langsung dari para pihak yang bersengketa akan memberikan
kesempatan bagi mereka untuk mengutarakan keinginan-keinginannya.
Hal ini didasarkan atas konflik yang terjadi sudah sangat serius sehingga
para pihak ingin segera menyelesaikannya melalui jalur litigasi. Misalnya
saja masalah warisan yang dilatarbelakangi oleh masalah pribadi para
pihak.92
Salah satu hal yang juga menjadi kendala dalam kelancaran proses
mediasi adalah subjek perkaranya. Misalnya saja pihak yang berperkara
dalam satu objek perkara itu banyak atau paling sedikit terdiri atas 3 (tiga)
pihak. Tentu saja masing-masing pihak akan mempertahankan
keinginannya terhadap objek perkara yang dimaksud atas dasar
kepentingan dan keinginan yang kuat untuk memilikinya. Hal semacam ini
akan sulit menemukan kesepakatan damai karena masing-masing pihak
memiliki kepentingan-kepentingannya sendiri.93
91 Wawancara dengan Andi Astara, Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Makassar pada
Tanggal 22 Oktober 2014
92 Wawancara dengan Bonar Harianja, Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Makassar
pada Tanggal 22 Oktober 2014
93 Wawancara dengan Andi Astara, Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Makassar pada
Tanggal 22 Oktober 2014
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2. Kendala dari mediator
Berdasarkan ketentuan Perma, mediasi adalah cara penyelesaian
sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan
para pihak dengan dibantu oleh mediator. Pada dasarnya di dalam
perundingan dilaksanakan negosiasi antara para pihak dengan bantuan
mediator untuk mengutarakan kepentingan-kepentingan masing-masing
pihak. Perundingan diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan yang
dapat mengakhiri persengketaan.
Mediator bertindak netral dalam proses mediasi yang berlangsung,
tidak memihak salah satu pihak karena pemihakan mediator kepada salah
satu pihak akan berakibat gagalnya proses mediasi. Mediator harus
memiliki kemampuan (skill) dan keterampilan khusus yang dapat
membantunya mencari sejumlah kemungkinan penyelesaian sengketa.
Mediator yang dimaksudkan dalam Perma ini yaitu mediator yang
menjalankan tugasnya di pengadilan. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua
Majelis Hakim untuk menjalankan tugas mediasi (hakim mediator) bisa
saja hakim yang menangani perkara yang sedang dimediasi dengan
alasan kurangnya mediator baik hakim maupun bukan hakim seperti
advokat atau akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang




Mediator di Pengadilan Negeri Makassar umumnya merupakan
hakim dari Pengadilan yang bersangkutan. Berdasarkan wawancara
dengan Nathan Lambe, Bonar Harianja, Andi Astara, Kristijan
Purwandono Djati, dan H. Sunarso, hanya terdapat 2 (dua) hakim di
Pengadilan Negeri Makassar yang telah mengikuti pelatihan mediator dan
memiliki sertifikat mediator, yaitu Kristijan Purwandono Djati dan
H. Sunarso dari total 18 hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri
Makassar. Sementara mediator selain hakim belum ada yang terdaftar
dan diumumkan di Pengadilan Negeri Makassar.  Sehingga untuk
mengimbangi banyaknya jumlah perkara perdata yang masuk ke
Pengadilan Negeri Makassar dan wajib melalui proses mediasi, maka
diberdayakan hakim yang bertugas di pengadilan tersebut untuk
ditugaskan melaksanakan mediasi berdasarkan Perma ini.
Mediator baik dari kalangan hakim maupun selain hakim wajib
memiliki sertifikat sebagai mediator sebagaimana disebutkan dalam Pasal
5 ayat (1) Perma. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi di
Pengadilan Negeri Makassar selain karena hakim yang memiliki sertifikat
mediator hanya ada 2 (dua) orang hakim, juga dilatarbelakangi oleh
kebiasaan para hakim dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi
yang bersifat memutus (ajudikatif). Akibatnya, ketika diberikan tugas untuk
menyelesaikan sengketa melalui mediasi, dianggap asing dan
merepotkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi hakim mediator untuk
mengikuti pelatihan mengenai mediasi karena untuk menjadi seorang
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mediator diperlukan kemampuan (skill) dan keterampilan khusus dalam
menangani perkara.
Selain itu, hakim yang ditunjuk sebagai mediator tidak mampu
mengupayakan mediasi secara optimal karena hakim itu juga menangani
perkara-perkara yang masuk ke pengadilan. Kesungguhan untuk
menjembatani proses penyelesaian sengketa melalui mediasi kurang
digali secara mendalam oleh para mediator sehingga menyebabkan
banyaknya perkara yang gagal dimediasi.95 Berdasarkan pengamatan
penulis, belum ada mediator selain hakim seperti advokat atau akademisi
hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat, yang pernah
memediasi perkara di Pengadilan Negeri Makassar. Umumnya hanya
menggunakan jasa hakim mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis
Hakim pemeriksa perkara. Padahal mediator yang memiliki keterampilan
dan kemampuan (skill) untuk menjalankan tugas mediasi sangat
diperlukan untuk mendukung keefektifan dari proses mediasi. Tentu saja
keterampilan dan kemampuan yang dimaksud diperoleh dari pelatihan
mediator bersertifikat yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah
memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Kendala tidak adanya dukungan advokat
Advokat adalah orang yang mendampingi pihak yang berperkara
dan bertugas untuk memastikan kliennya mendapatkan hak-hak yang
semestinya. Kendala pada saat mediasi yaitu tidak adanya dukungan dari
95 Wawancara dengan Andi Astara, Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Makassar pada
Tanggal 22 Oktober 2014
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advokat kepada kliennya atau pihak yang bersengketa untuk mengikuti
proses mediasi tersebut. Hal ini dapat diketahui dari tidak didatangkannya
pihak-pihak yang bersengketa, tetapi hanya diwakili oleh kuasa hukumnya
atau advokat.
Berdasarkan wawancara dengan Nathan Lambe, Bonar Harianja,
Andi Astara, Kristijan Purwandono Djati, dan H. Sunarso, semua
bersepakat tidak adanya dukungan dari advokat itu pada umumnya
karena kepentingan materi semata. Advokat menginginkan penyelesaian
perkara melalui litigasi agar mendapatkan honor yang banyak dari
kliennya. Honorarium advokat biasanya didasarkan pada jam kerja atau
banyaknya kunjungan ke persidangan, sehingga apabila perkaranya
selesai dengan cepat maka honor yang didapatkannya pun tidak
banyak.96 Padahal dalam beberapa kasus, banyak pihak yang ingin
melakukan damai pada saat proses mediasi setelah pertemuan beberapa
kali. Namun karena dipengaruhi oleh advokatnya, para pihak yang
bersengketa pun pada akhirnya tidak mencapai kesepakatan damai dan
perkaranya dilanjutkan secara litigasi. Bahkan ada kasus dimana mediasi
sudah mendekati kesepakatan damai, bisa disebutkan sekitar 75 %
(persen) dipastikan akan berdamai, akan tetapi pada akhirnya gagal dan
berdasarkan dugaan hakim hal itu terjadi karena dipengaruhi oleh
advokatnya. Namun tidak semua advokat kontra terhadap pelaksanaan
96 Wawancara dengan H. Sunarso, Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Makassar pada
Tanggal 24 Oktober 2014
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mediasi, advokat yang profesional akan terus mendukung terjadinya
perdamaian.97
97 Wawancara dengan Nathan Lambe, Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Makassar





Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa :
1. Berdasarkan hasil penelitian penulis, implementasi asas peradilan
cepat, sederhana dan biaya ringan berdasarkan Perma No. 1 Tahun
2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum terlaksana
sebagaimana yang diharapkan. Hubungan antara kegagalan mediasi
dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan yaitu
apabila kendala-kendala yang menjadi penyebab kegagalan mediasi
tidak segera dicarikan solusi maka tujuan pemenuhan asas peradilan
cepat, sederhana, dan biaya ringan sulit untuk diwujudkan.
2. Adapun kendala-kendala yang menjadi hambatan pelaksanaan
mediasi di Pengadilan Negeri Makassar diantaranya yaitu kurangnya
penjelasan atas proses mediasi bagi para pihak yang berperkara,
tingginya rasa ingin memenangkan perkara dan kepentingan para
pihak, ketidakhadiran para pihak, faktor ekonomi para pihak,
kurangnya komitmen hakim, advokat, dan mediator dalam
mendamaikan para pihak, keterbatasan tenaga mediator yang
profesional, tidak adanya pengawasan terhadap mediator, kurangnya
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sosialisasi tentang kode etik mediator, kurangnya sosialisasi tentang
asosiasi mediator, serta tidak adanya dukungan dari advokat.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, penulis mencoba untuk memberikan
beberapa saran sebagai solusi atas permasalahan yang ditemukan, yaitu :
1. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat
menyelesaikan sengketa melalui mediasi berdasarkan Perma No. 1
Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga
masyarakat mengetahui dan memahami tujuan serta manfaat dari
penyelesaian sengketa melalui proses mediasi.
2. Sertifikasi mediator harus dilaksanakan secara patuh dan wajib bagi
mediator, sehingga hanya mediator yang telah menjalani pelatihan
mediator dan memiliki kemampuan (skill) serta keterampilan lah yang
dapat melaksanakan dan menjembatani proses mediasi. Pembentukan
lembaga pelaksanaan pelatihan dan pendidikan mediasi di daerah juga
perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung, mengingat
keterbatasan tenaga mediator yang profesional sehingga dapat
mempermudah para hakim, praktisi hukum, akademisi hukum dan
sarjana hukum mendapatkan pelatihan dan pendidikan mediasi.
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c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau 
berpengalaman dalam pokok sengketa; 
d. Hakim majelis pemeriksa perkara; 
e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau 
gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d. 
(2) Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang 
mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh 





(1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan 
menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 
(lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan 
atau pengalaman para mediator. 
(2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah 
memiliki sertifikat dalam daftar mediator. 
(3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator 
yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan 
dapat ditempatkan dalam daftar mediator. 
(4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan 
permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan 
dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan. 
(5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua 
Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator. 
(6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar 
mediator. 
(7) Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar 
mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, karena mutasi 
tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan 





(1) Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya. 
(2) Uang jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak 
atau berdasarkan kesepakatan para pihak. 








